BUPATI NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan

pelayanan publik khususnya pada penyelenggaraan
pelayanan  perizinan dan nonperizinan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan,
maka perlu adanya Pelimpahan Kewenangan
Bupati dibidang perizinan dan nonperizinan,

bahwa dalam pelaksanan percepatan dan
peningkatan penanaman modal dan berusaha telah
diterapkan pelayanan berizinan usaha terintegrasi
secara elektronik berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, oleh karena itu seluruh kewenangan
perizinan dan  nonperizinan perlu  segera
dilimpahkan;

bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang

Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten = Nunukan  belum

mengakomodir seluruh jenis perizinan dan
nonperizinan sehingga sudah tidak sesuai dan
perlu diganti,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, hurl.}f b, huruf ¢, dan
huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nunukan tentang Pendelegasian Wewenang
Perizinan dan Nonperizinan,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679;



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96  Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2017 tentang Pecepatan Pelaksanaan
Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan:
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(1)

(2)

(3)

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Bupati adalah Bupati Nunukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan
fungsi yang berkaitan dengan substansi dan materi Perizinan dan/atau
Nonperizinan sesuai dengan jenis Perizinan dan Nonperizinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah derah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan Bupati kepada DPMPTSP
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada
penerima delegasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaksanakan Kewenangan yang telah dilimpahkan dibidang perizinan
dan nonperizinan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Jenis Perizinan dan nonperizinan yang dilimpakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

(1) DPMPTSP bertanggungajawab secara administrasi terhadap Perizinan
dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh
DPMPTSP, akan diatur lebih lanjut tentang tentang Penyelengaaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Perturan Bupati.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab secara teknis
terdahap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan.

(2) Perangkat Daerah bertanggungajawab secara teknis untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan teknis atas usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan
Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan dibidang teknis Perangkat Daerah menjadi
tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan
tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Perizinan dan Nonperizinan
dilakukan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
kebutuhan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta penelitian
dan pengembangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga
dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.



Pasal 6

(1) Pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan dalam Pera}turan Bupati
ini mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan.

(2) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam rangka pelaksanaan perizinan dan nonperizinan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur wajib
disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan paling lambat 30
September 2019 sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 Juli 2019

BUPATI NUNUKAN,

P

ASMIN LAURA HAFID



